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ABSTRAK

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA
MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

Oleh
MUHAMMAD RAKA EDWIRA

Upaya untuk menanggulangi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan ini
salah satunya ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran
pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi
korban dan pelaku tindak pidana. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah
pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga
pemasyarakatan? Apakah faktor penghambat pendekatan restorative justice sebagai
upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
empiris. Narasumber terdiri dari staf Lapas Rajabasa, Penyidik Polresta Bandar
Lampung, dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya
data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pendekatan restorative justice sebagai upaya
mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi
atau perdamaian antara pelaku tindak pidana berikut keluarganya dengan korban
tindak pidana berikut keluarganya. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan
perdamaian di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat
terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya
persetujuan dan kesepakatan antara para pihak. (2) Faktor yang menghambat
pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga
pemasyarakatan adalah: Faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya undang-
undang yang mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi pelolakan
perdamaian oleh korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara
kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan
secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam
menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor masyarakat,
khususnya korban dan keluarga korban menolak perdamaian dan menginginkan
agar pelaku tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara
hukum. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta
kleluarganya yang tidak mendukung upaya perdamaian.



Muhammad Raka Edwira
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum disarankan untuk
terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses
penegakan hukum perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana
(2) Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan penyuluhan/sosialisasi
mengenai perdamaian kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: Restorative Justice, Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, kehidupan

masyarakat semakin kompleks dan beragam. Jumlah penduduk pun kian hari kian

meningkat, sedangkan lahan yang tersedia untuk tempat tinggal semakin

menyempit. Selain itu dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin

banyak, tingkat persaingan di masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan semakin

tinggi dan sulit yang berimbas pada buruknya keuangan yang bisa mendorong

tindakan kriminalitas. Kecenderungan kriminalitas pada masyarakat golongan

menengah ke bawah menunjukkan peningkatan,  yang disebabkan oleh faktor

ekonomi dan pekembangan teknologi.

Semakin hari angka kejahatan di Indonesia semakin tinggi, hal ini terbukti dari

perbandingan tingkat kejahatan di Indonesia yang semakin tahun semakin

meningkat secara fluktuatif. Data dari Biro Pengendalian Operasi Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan pada Tahun 2012 angka

kejahatan di Indonesia berjumlah 341.159 dan meningkat pada Tahun 2013

menjadi 342. 084 dan menurun pada Tahun 2014 menjadi 325 317 dan kemudian

meningkat cukup signifikan pada Tahun 2015 yang berjumlah 352 936. Data

tersebut terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana.1

1 Biro Pengendalian Operasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. www.
https://www.polri.go.id. Diakses Rabu 17 Mei 2017
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Mengingkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia tersebut secara langsung

membuat tingginya angka narapidana yang menempati lapas-lapas yang ada di

masing-masing daerah di Indonesia. Jumlah dari banyaknya narapidana ini tidak

sesuai dengan kapasitas dari sebuah lapas yang ada di Indonesia sehingga hal ini

menimbulkan sebuah masalah yaitu mengenai kelebihan daya tampung (over

capacity) pada suatu lapas. tidak jarang kesenjangan daya tampung dan jumlah

dari narapidana yang ada di indonesia ini menjadi sorotan oleh media. Jika

permasalahan mengenai kelebihan kapasitas pada suatu lapas ini dibiarkan begitu

saja maka nantinya hal tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan

antara lain Penjara yang penuh sesak sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Udara yang pengap, penghuni yang berdesakan, narapidana kesulitan tidur,

kesulitan beraktifitas, buang hajat, dan rentan terjadinya bentrokkan fisik.

Penjara yang sesak dan penuh yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia

menunjukan bahwa negara belum serius di dalam menangani masalah

kriminalitas. Meningkatnya jumlah narapidana belum cukup untuk menggungah

para pembuat kebijakan, dalam hal ini negara, untuk lebih serius di dalam

mengatasi kriminalitas. Kejahatan yang semakin tinggi, tentu sangat mengganggu

keamanan dan kenyamanan orang banyak. Masyarakat tidak ingin keamanannya

diganggu dan hak-haknya dirampas. Namun, harapan agar kenyamanan terwujud

adalah manakala negara tidak menaruh perhatian serius dalam menangani

kejahatan. Demikian juga, pelaku kriminal mereka juga mempunyai hak sebagai

manusia yang ingin diperlakukan adil dan menatap masa depan dengan tekad

untuk merubah diri.
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Upaya untuk menanggulangi permasalahan kelebihan daya tampung lembaga

pemasyarakatan ini salah satunya ditempuh dengan pendekatan Restorative

Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih

mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Melalui

Restorative Justice diharapkan dapat meminimalisasi pelaku tindak pidana yang

dijatuhi pidana penjara, karena telah diupayakan upaya penyelesaian di luar

pengadilan.

Upaya melaksanakan keadilan restoratif ini telah ditempuh oleh Mahkamah

Agung dengan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Pasal 1 Peraturan

Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak

dengan dibantu oleh Mediator.

Konsep Restorative Justice, telah ada dalam Pasal 57 Ayat (1) Rancangan

Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) bahwa putusan pidana dan tindakan

pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan

atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidan dan tujuan

pemidanaan dan dipertegas lagi pada saat Direktorat Peraturan Perundang-

undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (24 Februari 2011)

menyelenggarakan Rapat Pleno Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-

Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Adapun

hasil rapat tersebut diarahkan pada penyempurnaan dan penyesuaian dengan

perkembangan hukum pidana yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa
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hal yang salah satunya yaitu mempertegas pengintegrasian konsep Restorative

Justice dan konsep mediasi, rekonsiliasi, dan diversi ke dalam RUU KUHP. Hal

tersebut membuktikan bahwa Restorative Justice berpeluang besar untuk

diterapkan di Indonesia.2

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana,

meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan

dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common

law system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka Restorative Justice dalam

implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam

aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut

harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika

masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap

regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi

yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya

karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi

penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.3

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir

seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik

dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan

“kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga kondisi yang

telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut

2 Biro Pengendalian Operasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. www.
https://www.polri.go.id. Diakses Rabu 17 Mei 2017
3 Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.5
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memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma

penghukuman tersebut dikenal sebagai Restorative Justice, di mana pelaku

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya

dan juga masyarakat.

Dampak yang terjadi apabila suatu lapas mengalami kelebihan kapasitas, di

antaranya terjadi bentrok atau perkelahian antar narapidana di dalam lapas.

Contohnya adalah bentrok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Rajabasa

Bandarlampung, yang menewaskan Sirajudin, salah seorang narapidana di lapas

tersebut. Pihak Polresta Bandar Lampung mengamankan lima tersangka untuk

dimintai keterangan atas kerusuhan yang terjadi pada Jumat 18 Maret 2017 lalu.

Setelah dilakukan gelar perkara ditetapkan lima napi, yaitu Anwar, Asep,

Rahman, Kusnadi dan Rojali. Kelima tersangka memiliki peran masing-masing

dalam kejadian tersebut, seperti Kusnadi sebagai pelaku penusukan terhadap

korban, Rojali yang melakukan pelemparan pot atau tempat sepatu, sedangkan

tiga lainnya melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban tewas.4

Tujuan pemberian hukuman dalam sistem kepenjaraan adalah penjeraan,

pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya.

Selain itu, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau

menyembuhkan korban, ditambah lagi dengan proses hukum yang memakan

waktu lama. Sebaliknya, Restorative Justice melibatkan korban, keluaarga, dan

pihak- pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan

pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang

4 http://lampung.antaranews.com/berita/289204/lima-napi-jadi-tersangka-bentrok-di-lapas-
rajabasa. Diakses Senin 31 Juli 2017



6

ditimbulkan oleh perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan

kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat, dan kepuasan atau rasa keadilan.

Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian rasa malu agar pelaku

tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan

model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan

kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan,

sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Dengan adanya model

restorative justice ini diharapkan dapat menurunkan tingginya angka kesenjangan

antara jumlah narapidana dengan daya tampung pada suatu lapas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam Skripsi

yang berjudul: Pendekatan Restorative justice sebagai upaya mengurangi over

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over

kapasitas lembaga pemasyarakatan?

b. Apakah faktor penghambat pendekatan restorative justice sebagai upaya

mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan?
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai

pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga

pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat pendekatan restorative justice

sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Ruang

lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar

Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi

over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pendekatan restorative justice

sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu

hukum pidana, khususnya tentang pendekatan restorative justice sebagai

upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

bagi aparat penegak hukum dalam melaksakanan pendekatan restorative
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justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan di

masa-masa yang akan datang

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Restorative Justice

Kata Restorative Justice dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau

menyegarkan, sedangkan Restorative Justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu

tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk

bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam

menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana

mengatasi implikasinya di masa datang. Restorative Justice dapat

diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian masalah di

luar peradilan, merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di

luar peradilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip win-win

solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar peradilan.5

Restorative Justice dapat dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip

sebagai berikut:

5 Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.5
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1) Penanganan konflik (Conflict Handling/Konflikbearbeitung): Tugas mediator
adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong
mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa
kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju
oleh proses mediasi.

2) Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung): Mediasi
penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu:
menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan
konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

3) Proses informal (Informal Proceeding-Informalitat): Mediasi penal
merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari
prosedur hukum yang ketat.

4) Ada patisipasi aktif dan otonom pada pihak (Active and Autonmous
Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan
korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih
sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan
untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. 6

Perkara pidana pada hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak dapat

diselesaikan di luar peradilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan

adanya penyelesaian kasus di luar peradilan. Akan tetapi, praktik penegakan

hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar peradilan

melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat

dan sebagainya. Praktek penyelesaian perkara di luar peradilan selama ini

memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu

kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme

hukum adat, namun tetap saja diproses ke Pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Konsekuensi makin diterapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian

perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana

menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu

besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.7

6
Ibid. hlm. 43.

7 Adrianus Meliala. Op. Cit. hlm. 48



10

Eksistensi penyelesaian perkara di luar peradilan melalui mediasi penal

merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi

praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan.

Seiring berjalannya waktu di mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah

volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke

Pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi Pengadilan dalam

memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Semua macam perkara pidana tidak

harus diajukan dan diselesaikan dimuka Pengadilan, ataukah ada perkara-perkara

tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada

polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh

dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk

mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Restorative Justice berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan dikenal

dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu

usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
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perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang8

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun
secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar9

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, hukum pidana merupakan

bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan

perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/

pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat

dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan

fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan

perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.10

8 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12
9 Ibid. hlm.12
10 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.
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Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-

undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu

sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran
adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup
sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan
sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
sulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum
tersebut.11

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian.12 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

11 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1986. hlm.8-11
12 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
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a. Pendekatan adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan suatu

tindakan atau langkah tertentu, yang di dalamnya memuat langkah-langkah

secara sistematis sehingga tindakan atau langkah yang dilaksanakan dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya13

b. Restorative Justice adalah penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang

melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari

pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian

setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi

implikasinya di masa datang.14

c. Upaya adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang terencana dan terarah

yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.15

d. Over kapasitas adalah suatu keadaan kelebihatan kapasitas atau muatan yang

terjadi pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan

penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana lapas. Input tidak sebanding

dengan output. Jumlah narapidana yang masuk lebih besar daripada

narapidana bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari Lapas. Selanjutnya,

penghuni Lapas tidak hanya orang terhukum saja, akan tetapi ada juga tahanan

kepolisian dan kejaksaan yang dititipkan di Lapas. 16

e. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

13 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 65
14 Adrianus Meliala. Op.Cit. hlm.6
15 Gorys Keraf. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 199. hlm.286
16 https://triwidodo.wordpress.com/tag/overkapasitas-lapas/Diakses Senin 31 Juli 2017
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi mengenai pendekatan restorative justice,

sistem penjara dalam pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana dan

tinjauan umum lembaga pemasyarakatan.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai pendekatan restorative justice

sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan

faktor penghambat pendekatan restorative justice sebagai upaya

mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan
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V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Restorative Justice

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir

seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik

dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan

“kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang

telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut

memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma

penghukuman dikenal sebagai Restorative Justice, di mana pelaku memperbaiki

kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan masyarakat.

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara

damai di luar Pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat

yang bisa menjadi Restorative Justice, namun keberadaannya tidak diakui negara

atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa

menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan

pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak

efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam

konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja

menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi
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keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari Restorative Justice, kejahatan

ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan

sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang

merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana

yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak

menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.17

Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang

langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol,

sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah

langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan

dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif

memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk

menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara

substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas

dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku

dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Secara lebih rinci Restorative Justice model mempunyai beberapa karakteristik:

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan
diakui sebagai konflik;

b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban
pada masa depan;

c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi

sebagai tujuan utama;

17 M. Solehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.
131-132.
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e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar
hasil;

f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun

penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong
untuk bertanggung jawab;

i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman
terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan
ekonomis;

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.18

Restorative Justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan

penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan

sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana

mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatistis harus dirubah

dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana,

nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari

alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.

Restorative Justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling

terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan

memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative

Justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali

dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk

mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan

formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian

18 Muhammad Mustofa, Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan
"Restorative Justice" di Indonesia, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development. 2011.hlm.4
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Restorative Justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban,

penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima

dan dijalankan negara. Munculnya ide Restorative Justice karena proses pidana

belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah Restorative Justice

sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum

menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang

menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Model hukuman

restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang

sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang

tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian

derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari

sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi,

pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).19

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang

berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi,

proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif

melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah.

Selain itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk

memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban,

penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan

kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah

19 Soehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan
Implementasinya, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 61
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pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat

pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara

kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat

pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya,

namun penerapannya tidak mudah. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas,

hasilnya tidak akan maksimal. Model restoratif harus dilaksanakan mulai dari

Kepolisian, saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di Kejaksaan dan

Pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Satu hal lagi yang sulit adalah

memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin

bisa digantikan pelaku.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan

yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang

kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai

menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti

pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi tidak

diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus

kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi

kembali tindakan pelanggaran hukumnya. Pelanggaran hukum yang dilakukan

oleh pelanggar hukum sesungguhnya mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal

penjahat. Penjahat dalam hal ini bukan kategori hukum, tetapi kategori sosial yaitu

orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum pidana.

Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama dalam bertingkah laku.20

20 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,
Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.
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Menurut Eva Achjani Zulfa, sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai

upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan

fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice

melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para

penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non

formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.21

Penanganan tindak pidana dapat dilakukan dengan menerapkan peradilan

restroatif (Restorative justice). Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak

nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa

dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan

dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan

ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan

sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. 22

21 Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif. Badan Penerbit UI. Depok. 2009. hlm. 3.
22

Ibid. hlm. 4.
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Aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam sistem peradilan pidana anak

tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan

oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip

yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Berdasarkan tujuan sistem

peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah

dengan menerapkan Restorative justice untuk mencapai keadilan restroatif sebagai

bentuk kearifan dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Erna Dewi, kearifan

(wisdom) merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya

dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek,

atau peristiwa yang terjadi.23

Restorative justice jika mendorong anak untuk bertanggung jawab atas

perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan

yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan

bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; memberikan kesempatan bagi anak

untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; memberikan

kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan

oleh tindak pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan

persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada

seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi

menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang

berhadapan dengan hukum. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan

persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan kekerasan dan

pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.

23 Erna Dewi.Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung.
PKKPUHAM 2014. hlm 1
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Keuntungan penyelesaian di luar Pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus

pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada

pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya

yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat

menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban.

B. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku

I, di antaranya Pasal 10, Pasal 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai

dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP

mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan,

kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana

denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak

tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana

itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah

melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 24

24 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35
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Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya

pe1anggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh

orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,

mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak

menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur

dalam pidana adalah:

a. Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak
menyenangkan.

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan
tindak pidana.

c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku
tindak pidana.

d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu
sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut25

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek

kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan

dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana

adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van

Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat

Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda

diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP

hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada

masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih

25 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
1984. hlm.76-77.
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tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian)

terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis. 26

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang menyatakan bahwa materi

hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara

tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya

pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RUU KUHP selalu mengalami

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan

pemberian sanksi dalam RUU KUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi

pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi

perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi

landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk

26 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 28.
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mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari

persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. 27

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-

undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b)

Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian

proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.

Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu

kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan

tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan

sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi

pemidanaan yang jelas dan terarah. 28

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP, jika dibandingkan dengan

KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian

mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman

pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi

pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan

ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. RKHUP menganut sistem

pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak

pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan

berbagai tindakan (treatment).

27
Ibid, 2009, hlm. 30.

28
Ibid, 2009, hlm. 31.
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Pembaharuan hukum pidana berkaiatan dengan keadilan substantive, menurut

Mahfud MD, keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai

fundamental yang terkandung di dalam hukum. Sehingga hal-hal yang

menitikberatkan kepada aspek prsedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teritik,

kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan

distributif, kedalian retributif, kedilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan

distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam

mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk

menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok

dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan

yang sama untuk memperoleh keadilan. 29

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani

hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana meruapakan

orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga

pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar

atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan30

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti

penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang

dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas

kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama

waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan

sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota

29 Mahfud M,D,, Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd,com/Diakses 22 Mei 2017,
30 R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina
Cipta Bandung. 1979. hlm.115.
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masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan

narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai

makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.31

C. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 32

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

31 Bambang Priyono. Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya, Liberty, Yogyakarta.
1986. hlm. 23.
32 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.
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Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 33

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana

yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.34

33 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 7.
34 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1997, hlm. 62.
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Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk

disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah

sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum

yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem

peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah

dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum

berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang

bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi

penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan

segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan

saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain
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berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga

pendekatan:

a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai
institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik
hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai
dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau
ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam
melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. 35

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama

membentuk suatu integrated criminal justice system, sebagai sinkronisasi atau

keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum.

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.36

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena

35 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 6.
36

Ibid, hlm. 7.
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peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal

(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum

pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari

penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan

pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and

tribunals which deal with criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan

pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum) 37

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu

subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem

menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya.38

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

37
Ibid, hlm. 8.

38 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 9.
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D.  Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh

melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah

menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani

masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan39

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya

manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat

Azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang

dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh

karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan

pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat

bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar

mampu hidup mandiri di masyarakat.40

Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman melaksanakan

pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya
sebagai yang baik dan berguna.

b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini
berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada
umumnya, baik yang berupa tindakan. perlakuan, ucapan, cara perawatan
ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan
anak didik, hanya dibatasi kemerdekaannya bergerak dalam masyarakat bebas.

39 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 17
40

Ibid. hlm. 18
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c. Berikan bimbingan (bukannnya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan
kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-
kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat
daripada sebelum dijatuhi pidana. salah satu cara di antaranya adalah
agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang
melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan dan sebagainya.

e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan
anak didik, tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan
masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan oleh anggota masyarakat bebas dan
kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh
bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk
memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu
tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang terdapat di
masyarakat, dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industri
kecil dan produksi pangan.

g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik
adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus
ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan
pemberian pendidikan rohani serta dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai
dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka
sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak
dirinya, keluarga, dan lingkungannya, dan dibina atau ke jalan yang benar.

i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan
kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.

j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka
disediakan sarana yang diperlukan. 41

41 R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina
Cipta Bandung. 1979. hlm.115.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.42

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi

penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

b. Data Kepustakaan

Data kepustkaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

42 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55



36

2. Jenis Data

jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,43 yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adal ah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.

(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

(e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 2 Tahun

2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2) Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan

hukum primer yaitu produk hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor

43 Ibid. hlm.61.
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92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung : 1 orang

2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung : 1 orang

3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.44

44 Ibid. hlm.102
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A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas

lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,

dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau

perdamaian antara pelaku tindak pidana berikut keluarganya dengan korban

tindak pidana berikut keluarganya. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan

perdamaian di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat

terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya

persetujuan dan kesepakatan antara para pihak.

2. Faktor yang menghambat pendekatan restorative justice sebagai upaya

mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan adalah: Faktor

perundang-undangan, yaitu belum adanya undang-undang yang mengatur

upaya yang harus dilakukan apabila terjadi pelolakan perdamaian oleh korban

atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih

terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara

kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam

V. PENUTUP
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menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor

masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak perdamaian dan

menginginkan agar pelaku tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana tetap

diproses secara hokum. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku

dan korban serta kleluarganya yang tidak mendukung upaya perdamaian.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk terus meningkatkan profesionalisme

dan kapasitas sebagai pelaksana proses penegakan hukum perdamaian antara

pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan cara terus mengasah

potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada

perkembangan teknik perdamaian.

2. Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan penyuluhan/

sosialisasi mengenai perdamaian kepada masyarakat luas, sehingga

masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap perdamaian dan sebagai

upaya untuk meminimalisasi penolakan proses perdamaian oleh masyarakat.
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